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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui malapraktik pendistribusi formulir 

model C6 yang terjadi karena ada sebanyak 31.538 yang tidak dibagikan kepada 

pemilih pada saat pilgub Kalimantan Utara tahun 2015 di kota Tarakan yang 

melibatkan anggota KPPS. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi 

masyarakat untuk datang memilih ke TPS dikarenakan tidak mendapat formulir 

model C6, selain itu juga proses konversi suara menjadi kursi tidak terlaksana 

dengan baik dan lalainya penyelenggara pemilu dalam menjamin pengaturan 

pemberian suara yang aman dan nyaman dan menjamin pengaturan pemberian 

suara yang memfasilitasi semua kategori pemilih yang menjadi perhatian dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian ini yang telah dilakukan penulis menemukan fakta 

bahwa malapraktik melibatkan penyelenggara di tingkat bawah, non 

penyelenggara, pemilih dan desain formulir sehingga menyebabkan peluang 

malapraktik dan kelalaian terjadi, permasalahan tersebut menyebabkan integritas 

dalam proses pemungutan suara menjadi tidak terjamin. Untuk itu diperlukannya 

langkah antisipasi kecurangan dan evaluasi dalam pendistribusian formulir model 

C6 sesuai dengan standar pemilu. 

 

Kata-Kata Kunci : Malapraktik, Pendistribusian Formulir Model C6, Adequate 

Polling Arrangement, Equitable Polling Arrangement, Integritas Pemilu. 

 

Pendahuluan 

 Dalam pelaksanaan Pilkada harus mampu menjangkau partisipasi 

masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan dalam sistem demokrasi. Oleh 

karena itu pemilih harus mempunyai kesempatan yang sama dan bebas dari 

tekanan pihak lain dan terbebas dari kebijakan yang menguntugkan salah satu 

calon dalam pelaksanaan Pilkada serta membeli suara pemilih dengan 

menggunakan uang agar dan tidak membuat terjadinya masa yang mengambang. 

Pelaksanaan Pilkada harus mampu menjamin prinsip kesamaan dalam hak politik 

(satu orang, satu suara, satu nilai) agar mampu menjamin kesetaraan seluruh 

warga masyarakat yang merupakan sebagai pemilih.  

 

Formulir model C6 dapat menjadi sumber permasalahan yang sangat besar 

sehingga membuat proses Pilkada terganggu, karena formulir model C6 tersebut 

dapat disalahgunakan oleh oknum KPPS yang tidak bertanggung jawab, seperti 

tidak memberikan formulir model C6 karena mengetahui bahwa pemilih tersebut 

berbeda pilihan sehingga pemilih enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) dan tidak menggunakan hak pilihnya atau penyalahgunaan wewenang 
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penyelenggaran berupa pemberian beberapa formulir C6 kepada orang yang sama 

karena merupakan pendukung salah satu kandidat. 

Eduard Ola Bebe Gorantokan dalam jurnalnya yang berjudul Kualitas 

Kerja KPPS Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata 

bahwa dalam kenyataan yang terjadi dilapangan mengalami beberapa persoalan, 

salah satunya adalah pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih diberi 

formulir model C6 untuk mencobos di bilik suara, hal ini disebabkan KPPS yang 

tidak berkualitas dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya.
1
  

Dalam tulisan Surbakti, dkk
2
 membahas tentang pendistribusian C6 di 

Kabupaten Bombana yang mengakibatkan pemungutan suara ulang karena di TPS 

2 Desa Tahi Ite pemilih menggunakan C6 milik orang lain, di DKI Jakarta juga 

mencoblos dengan membawa C6 oarang lain, di Kwala Bala kota Medan dan 

Johor, dan Kabupaten Nias Selatan penyalahgunaan C6 orang lain dengan 

melibatkan simpatisan dengan imbalan uang. Praktik jual beli C6 ini merupakan 

strategi calon melalui tim sukses untuk mendapatkan suara pemilih secara instan. 

Berdasarkan Laporan Evaluasi Pemilu 2014 oleh Zein
3
 menyoroti tetang 

salah satu pelanggaran yang dilakukan KPPS dan penyalahgunaan C6, yang 

disebabkan rendahnya kapasitas penyelenggara ad hoc dalam menyelenggarakan 

pemungutan suara. Seperti yang dikatakan oleh Surbakti
4
 bahwa masing-masing 

pemilih memiliki hak yang sama untuk memberikan suara dalam pemilu yang 

dijamin oleh konstitusi, hal ini sangat berkaitan dengan C6 dimana merupakan 

formulir yang harus dimiliki oleh pemilih yang akan di tunjukan kepada petugas 

registrasi pemungutan suara di TPS agar dapat masuk dan mendapatkan surat 

suara untuk di memilih kandidat  di bilik suara. 

Dalam tilisannya Khuswatun
5
 Hasanah tentang Evaluasi Pemungutan 

Suara dalam Pilkada DKI Jakarta juga terdapat permasalahan dalam distribusi C6 

di TPS 042 Kalideres yang tidak di berikan kepada pemilih karena sentimen 

kepada suku tertentu sehingga membuat kesenjangan sosial dan ketidakpercayaan 

masyarakat kepada KPPS,hal ini harus menjadi evaluasi kepada petugas 

penyelenggara pemilu di tinggkat bawah khususnya KPPS untuk lebih 

meningkatkan integritas dan menjaga stabilitas prose pemungutan suara di TPS. 

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode 2015-

2020, yang diikuti oleh dua kandidat yakni dr. H. Jusuf Serang Kasim-Dr. Drs. 

Marthin Billa, MM yang didukung oleh Hanura, Nasdem, PKPI dan PKB 

sedangkan Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM-H. Udin Hianggio, B.Sc didukung oleh 

PKS, PDI-P, PAN, PBB, Demokrat, Golkar dan Gerindra. 

Kedua kandidat tersebut merupakan figur-figur terbaik di Kalimantan 

Utara yang mewakili keberagaman agama,suku dan budaya tentunya menjadi 
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pertarungan yang sengit untuk mendapatkan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur 

lima tahun kedepan, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara 

pemilu yang menjunjung tinggi asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil serta menjunjung nilai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas bagi 

seluruh penyelenggara baik dari KPU kota Tarakan, PPK, PPS dan KPPS yang 

menjadi ujung tombak keberhasilan proses pilgub Kalimantan Utara. 

Pada pilgub 2015 di Kota Tarakan tingkat partisipasi pemilih paling 

rendah dari empat kabupaten lainnya yaitu hanya mencapai 54,65 persen ini 

sungguh diluar dugaan karena memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) paling 

banyak yaitu 144.049 pemilih. Kota Tarakan mengalami persoalan yang sama 

yaitu dalam pendistribusian C6 yaitu terdapat 31.538 lembar C6 yang tidak 

terdistribusikan kepada pemilih, sehingga jumlah partisipasi mengalami 

penurunan. Hal ini juga menyebabkan kerusuhan pada saat pemungutan suara di 

kota Tarakan hingga tahap rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat provinsi. 

Demonstrasi sebelum penghitungan suara terjadi di kantor Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara yang dilanjutkan di Aula Gedung kantor Gubernur yang saat itu 

menjadi tempat rekapitulasi pemungutan suara untuk melanjutkan tuntutan 

mereka yaitu penghentian proses rekapitulasi karena terdapat indikasi malapraktik 

dalam proses Pilkada yang dilaksanakan di kota Tarakan, namun tuntutan tersebut 

tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara maka terjadilah kerusuhan 

yang mengunakan kekerasan serta merusak fasilitas negara seperti memecahkan 

kaca-kaca gedung, merusak barang-barang yang ada di dalam ruangan serta 

membakar gedung dan beberapa mobil kendaraan dinas yang berada di tempat 

parkir, kejadian ini dilakukan oleh para pendukung Jusuf SK-Marthin Billa karena 

masyarakat menganggap integritas penyelenggara sangat rendah dan pemilu tidak 

berdasarkan indikator Pemilu Demokratis yaitu tidak terjaminnya pemberian suara 

yang aman dan nyaman (adequate polling arrangement) serta pemberian suara 

kepada seluruh pemilih tidak terfasilitasi (equitable polling arrangement). 

Keadaan tersebut merupakan latar belakang dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis yang mempersoalkan proses pendistribusian formulir C6 pada 

pelaksanaan Pilgub Kalimantan Utara tahun 2015 khususnya di Kota Tarakan.  

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara 

terhadap beberapa informan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilgub. 

Selain itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan berupa buku dan karya 

ilmiah lain yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas. 

 

 

Malapraktik Pendistibusian Formulir Model C6 

Masyarakat dijaman sekarang sering bersama-sama untuk melakukan 

tindakan yang merusak dan anarkis yang banyak merugikam kepentingan umum,  

hal ini sering terjadi di mana-mana apalagi menjelang Pilkada atau pasca Pilkada. 

Karakter bangsa semakin lama telah berubah dan mudah terprovokasi terhadap 

isu-isu ketidakpuasan atas proses demokrasi didalam Pilkada, yang sebenarnya 

masyarakat di indonesia terkenal sebagai masyarakat yang mengutamakan 

musyawarah bukan masyarakat yang suka melakukan tindak kekerasan.
6
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Penyebaran formulir C6 merupakan sebuah proses sosialisasi yang 

dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam formulir tersebut terdapat sejumlah 

informasi yang dibutuhkan oleh pemilih terkait pelaksanaan pemungutan suara di 

TPS seperti nomor dalam daftar pemilih, alamat dan nomer TPS  serta jadwal 

pelaksanaan pemungutan suara. Pendistribusian formulir C6 dilakukan atas dasar 

regulasi yang ada yaitu Pasal 84 ayat (1) UU No.8/2015. Dalam ketententuannya 

KPPS berkewajiban menyebarluaskan formulir C6 kepada pemilih selambat-

lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan KPPS 

biasanya sudah menerima formulir C6 dari KPU setempat mulai tujuh hari 

sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Artinya terdapat rentang waktu yang 

cukup panjang untuk persiapan serta pendistribusian C6 kepada pemilih. 

Penjabaran ketentuan dalam UU No.8/2015 diatur dalam Pasal 7 ayat (2) 

dan Pasal 8 ayat (3) PKPU No. 10/2015 yang menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan pemungutan suara di TPS pemilih menunjukkan C6 kepada petugas 

KPPS. Ketentuan tersebut bukan merupakan sebiuah kewajiban agar pemilih 

dapat memberikan hak suaranya karena pada Pasal 11 menjelaskan bahwa C6 

dapat diganti dengan beberapa identitas diri lain seperti KTP, Kartu Keluarga, 

Paspor dan identitas lain yang sah. Tapi ketentuan pasal ini jarang disosialisasikan 

kepada masyarakat luas sehingga masyarakat masih memiliki paradigma tentang 

kewajiban membawa C6 saat hadir ke TPS. Hal ini menyebabkan adanya 

keengganan masyarakat untuk dating ke TPS apabila tidak memiliki C6 sehingga 

berpotensi terjadinya malpraktik pemilu berupa penyalahgunaan formulir C6. 

 Malapraktik pemilu merupakan penyakit kronis dalam penyelenggaraan 

pemilu. Pippa Noris berpendapat bahwa keadaan seperti ini merupakan indikator 

dari baik atau buruknya kualitas demokrasi. Terjadinya malpraktek dalam 

pelaksanaan Pemilu berakibat pada turunnya legitimasi Negara dalam 

melaksanakan Pemilu sehingga kepercayaan publik menjadi rendah dan 

mendelegitimasi pemerintah yang sedang berkuasa serta menyebabkan rasa 

apolitis pada masyarakat yang menurunkan tingkat partisipasi.
7
 

 Malapraktik pemilu menurut Ramlan Surbakti ialah keseluruhan proses 

penyelenggaraan pemilu yang terjadi manipulasi untuk tujuan menguntungkan 

kepentingan individu dan atau partai politik peserta pemilu dengan menggadaikan 

kepentingan umum.
8
 Tindak pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik itu 

tindakan yang dilakukan dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja dan ilegal 

maupun legal, terminologi merupakan yang pertama kali dicetuskan oleh Sarah 

Birch. Empat pendekatan untuk memahami malapraktik pemilu seperti yang di 

katakan oleh Sarah Birch ialah Pertama, pendekatan hukum yaitu tindakan yang 

melanggar peraturan pemilu atau konstitusi, Kedua, pendekatan sosiologis yaitu 

pelanggaran norma yang ditaati secara luas, Ketiga, pendekatan best pratices yaitu 

tidakan yang melanggar konsesus inbternasional mengenai nilai-nilai pemilu, dan 

Keempat, pendekatan normatif yaitu nilai yang berdasarkan teori demokrasi atau 

tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Sarah Birch membedakan 

                                                           
7
 Pippa Noris, Making Democratic Governance Work: The Impact of Regimes on Prosperty, 

Welfare and Peace. New York: Cambrige University Press.2012 dalam Ramlan Surbakti, Abdul 

Gafar Karim, Kris Nugroho, Arie Sujito, Hari Fitrianto, Integritas Pemilu 2014, Kajian 

Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu 2014, Kemitraan bagi 

Pembaharuan Tata Pemerintahan, (Jakarta: Kemitraan, 2014), hlm.28 
8
 Ibid, hlm.31 
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tindakan malapraktik pemilu kedalam tiga kategori yaitu Pertama, mannipulation 

of election legal framework, Kedua, manipulation of vote choice, Ketiga, 

manipulation of electoral administration yaitu memanipulasi terhadap proses 

pemungutan dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil pemilu, 

manipulasi tersebut kemudian dibagi kedalam kategori sebagai berikut : 

penyelenggara dan panitia pelaksana pemilu yang tidak independen dan tidak 

profesional, manipulasi pendaftaran pemilih, kegagalan menjamin pengaturan 

pemungutan suara yang aman dan nyaman, kegagalan menjamin pengaturan 

pemungutan suara yang melayani semua kelompok atau kategori pemilihntanpa 

kecuali, manipulasi pemungutan suara, hambatan terhadap akses pemantau 

pemilu, maladministration dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.
9
 

Mengenai hal tersebut, pendapat Chad Vikery dan Erica Shein bertolak 

belakang dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sarah Birch. Perbedaan 

tersebut terletak pada sifat pelaku dalam terjadinya malapraktik. Menurutnya 

malapraktik pemilu ialah tindakan yang bersifat tidak sengaja atau tidak sadar 

ataupun lalai, tidak teliti, ceroboh, kelelahan, ketidakmampuan dari penyelenggara 

atau pelaksana pemilu dalam melaksanakan proses pemilu.
10

 

Kenyataan yang terjadi dalam pendistribusian formulir model C6 di TPS 9 

di Kelurahan Karang Balik Kota Tarakan sudah memenuhi unsur dan pendekatan 

dari malapraktik pemilu karena salah satu anggota KPPS tersebut dengan sadar 

melibatkan anggota keluarganya yaitu ibunya yang merupakan salah satu tim 

pemenangan dari salah satu kandidat, ibunya tersebut membagikan C6 kepada 

pemilih dan dengan sengaja memberikan juga stiker kandidat dan menyuruh 

pemilih untuk mencoblos kandidat yang dia dukung. Anggota KPPS tersebut jelas 

sudah tidak mematuhi kode etik sebagai penyelenggara pemilu dan melakukan 

malapraktik walaupun dia mengungkapkan bahwa dia tidak mampu membagikan 

C6 dengan alasan tidak mengetahui siapa-siapa saja nama yang ada di C6 tersebut 

dan ibunya tidak mengetahui larangan berkampanye atau mengajak pemilih untuk 

mencoblos salah satu pasangan calon yang sudah memasuki masa tenang 

pemilihan. Hal tersebut sudah jelas tidak memiliki integritas sebagai 

penyelenggara pemilu. 

Pemilu berintegritas memiliki beragam konsep diseluruh dunia, tidak ada 

definisi tetap yang diterima secara umum dan juga masih samar. Global 

Commision on Election and Security, Deepening Democracy merupakan komisi 

yang mengajukan tiga indikator pemilu berintegritas yaitu pertama hak pilih dan 

kesetaraan politik seperti yang ada pada Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian 

Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, kedua, persiapan dan pelaksanaan 

pemilu dilaksanakan secara profesional, imparsial, dan transparan, ketiga 

kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu.
11

 Prinsip pemilu 

berintegritas diantaranya ialah perilaku etis, keadilan dan tidak memihak, 

tansparan dan akuntabel. 

Jumlah total keseluruhan formulir model C6 yang tidak didistribusikan ada 

sebanyak 31.538 lembar yaitu di Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 11.491, 

Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 10.801, Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 

                                                           
9
 Ibid, hlm.31 

10
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tanggal 14 Februari 2014. Materi diakses di www.kompas.com pada tanggal 24 januari 2018 
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5.303 dan Kecamatan Tarakan Utara sebanyak 3.943. Menurut berita acara 

pengembalian penyebabnya adalah pindah domisili, meninggal dunia, data ganda, 

tidak berada ditempat karena pekerjaan (petambak,nelayan,karyawan swasta yang 

bekerja di luar kota), tidak ditemukan/bertemu, tidak dikenal (orang yang tinggal 

dirumah tersebut tidak sesuai dengan KTP). Peneliti melihat banyaknya 

pengembalian C6 tersebut tidak mungkin keseluruhannya kesalahan dari DPT dan 

pemilih namun kesalahan atau kelalaian ada berada pada penyelengaranya yaitu 

anggota KPPS karena tidak profesional dan tidak berintegritas dalam menjalankan 

tugasnya seperti apa yang diperintahkan UU No 1 Tahun 2015 pasal 84 ayat (1), 

PKPU No 10 Tahun 2015 pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan buku 

panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS jika semua 

dijalankan dengan baik maka semua pemilih memiliki C6 untuk datang 

menyalurkan hak suaranya di TPS. 

Adequate polling arrangement yaitu menjamin pengaturan pemberian 

suara yang aman dan nyaman, hal ini sangat berkaitan dengan C6 yang dilihat dari 

fungsinya yaitu sebagai salah satu formulir yang digunakan untuk mendaftar 

sebagai pemilih di TPS untuk dapat di masukan dalam daftar hadir atau formulir 

model c7 untuk mendapat giliran mencoblos di bilik suara, apabila pemilih tidak 

memiliki C6 sungguh sangat di repotkan dengan pemeriksaan identitas KTP atau 

tanda pengenal lainnya dan disuruh untuk melihat dulu namanya apakah sudah 

terdaftar didalam DPT yang begitu banyak nama yang harus dicari yang terpasang 

di papan pengumuman hal ini sungguh tidak membuat nyaman pemilih yang 

seharusnya dilayani dengan nyaman dan hal ini kadang membuat pemilih 

enggan/malas untuk datang ke TPS apabila tidak memiliki/membawa C6 selain itu 

juga dapat terjadinya antrian panjang yang membuat tidak nyaman karena tugas 

yang menumpuk di meja KPPS 4 akibat meneliti administrasi dan memeriksa 

identitas pemilih.
12

 

Equitable polling arrangement yaitu menjamin pengaturan pemberian 

suara yang memfasilitasi semua kategori seperti pemilih yang tidak terdaftar 

dalam DPT/DPTb-1 atau pemilih yang sedang bekerja disebuah pengeboran 

minyak atau gas yang berada di laut yang merupakan warga Kalimantan Utara 

atau pemilih yang tidak mendapatkan C6 karena baru saja pindah dari alamat 

domisili asal yang memiliki KTP Kalimantan Utara mereka juga berhak untuk 

dapat menyalurkan hak poltiknya dalam memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur.
13

 

 

Faktor KPPS melakukan malapraktik dalam pendistribusian C6. 

 Tindakan menghalangi pemilih agar tidak bisa menggunakan hak pilih 

yang dilakukan oleh penyelenggara sering kali luput dari perhatian, karena selalu 

saja ada yang memanfaatkan jabatannya untuk melancarkan usaha dalam 

mendukung kandidat agar menang dalam Pilkada sebagaimana kategori yang 

diungkapkan oleh sarah birch tindakan ini termasuk dalam manipulation of vote 

choice karena terdapat tindakan yang melanggar regulasi untuk tujuan 

memenangkan salah satu kandidat. Pelaksanaan Pilgub yang hanya diikuti dua 

kandidat menyebabkan persaingan semakin ketat dan ini merupakan potensi besar 

                                                           
12

 Ramlan Surbakti, Buku Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(AIPI),(Surabaya:Universitas Airlangga.2016), hlm.23 
13

 Ibid, hlm.23 
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terjadinya pelanggaran berupa malpraktik pemilu oleh penyelenggara.malapraktik 

disebabkan oleh beberapa factor, yaitu dari aspek penyelenggara, Pertama, sehari 

sebelum pemungutan suara pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT/DPTb-1 

tetapi pemilih tersebut tidak mendapat C6 ini merupakan cara baru yang 

digunakan oleh salah satu pasangan calon untuk menghalang-halangi agar pemilih 

tidak menggunakan hak pilih atau membuat malas pemilih untuk datang ke TPS 

dengan bekerjasama dengan KPPS apalagi didukung dengan DPT yang tidak 

sempurna. Kedua, aspek non penyelenggara yaitu bisa dikatakan ialah partai 

politik, tim pemenangan atau simpatisan kandidat yang mengambil kesempatan 

karena melihat peluang anggota KPPS yang tidak berpengalamann, mau dia ajak 

untuk bekerjasama dan tidak berintegritas  dalam memenangkan kandidatnya 

dengan di janjikan uang atau materi lainnya. Ketiga, aspek pemilih yakni pemilih 

yang tidak mengetahui fungsi C6 juga memberi kesempatan kepada tim 

pemenangan untuk memprovokasi pemilih untuk tidak ke TPS karena selama ini 

pemilih menganggap C6 adalah sesuatu yang wajib dibawa dan apabila tidak 

membawa maka mereka menganggap tidak dapat menyalurkan suaranya ke TPS, 

Keempat, aspek desain formulir model C6 yaitu desain yang ada sekarang ini 

masih membuat KPPS kebingungan dalam pendistribusiannya karena nama yang 

tercantum dalam DPT/DPTb-1 adalah nama asli sesuai KTP, KPPS kadang hanya 

mengenal nama alias atau nama panggilan sehari-hari maka ini membuat KPPS 

tidak akan membagikan, selain itu juga sering dibuat serius oleh para pemilih 

mengenai kalimat “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

mengundang” oleh karena itu pemilih merasa tidak diundang sehingga pemilih 

tidak mau datang ke TPS. 

   

Kesimpulan 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara 

Tahun 2015 diwarnai dengan banyaknya formulir C6 yang tidak terdistribusi. 

Jumlah yang cukup besar terjadi di Kota Tarakan yaitu sebanyak 31.538 lembar 

(21,84%). Hal ini merupakan malpraktrik yang dilakukan penyelenggara dam 

merupakan suatu kelalian dan kelemahan penyelenggara yaitu KPPS, rendahnya 

tingkat partisipasi pemilih hanya 81.890 (54,65%) dari jumlah data pemilih yang 

terdaftar sebanyak 149.584 berarti yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 

67.694 (45,35%). Sedangkan jumlah formulir model C6 yang dapat 

didistribusikan  sebanyak 112.875 (78,15%), untuk pemilih yang terdaftar dalam 

DPT/DPTb-1 yang menggunakan formulir model C6 untuk datang ke TPS hanya 

sebanyak 76.839 (53%). Hal ini berdampak pada kualitas Pilkada dan integritas 

yang masih kurang dan dianggap tidak melayani hak pilih pemilih dan merugikan 

peserta Pilkada. Kelemahan yang ada disebabkan oleh perilaku penyelenggara 

pemilu yang belum menjamin terlaksananya prosedur pemilu yang baik dan 

akuntable, sehingga belum sesuai standar. 

Pemilih sudah semakin tidak bersimpati kepada figur atau kandidat yang 

ditawarkan oleh partai politik yang dianggap tidak mampu membawa perubahan 

ekonomi didalam kehidupan pemilih itu sendiri. Oleh karena itu formulir model 

C6 harus dimaksimalkan fungsinya sebagai sarana sosialisasi kepada pemilih 

dalam penyelenggaraan Pilkada sehingga mampu terciptanya Pilkada yang 

berkualitas. 
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Malapraktik yang dilakukan oleh beberapa anggota KPPS tentulah 

mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. 

Pelanggaran aturan atau standar pemilu ini perlu dianggap serius, sebab prosedur 

pemilu dirancang untuk menjamin pengaturan pemberian suara yang 

aman,nyaman dan menjamin semua kategori pemilih. Seperti yang terjadi di TPS 

9 Kelurahan Karang Balik tidak melaksanakan tugasnya dengan profesionaldan 

juga terjadi kelalaian dalam mendistribusikan formulir model C6 yang terjadi 

hampir merata diseluruh TPS, ada warga masyarakat yang terdaftar sebagai 

pemilih justru tidak diberikan formulir model C6 yang mengakibatkan rendahnya 

partisipasi pemilih di kota Tarakan pada pilgub Kalimantan Utara Tahun 2015. 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan peristiwa rutin secara periodik yang 

diperlukan dalam proses transisi rezim pemerintahan daerah secara demokratis. 

Dengan rutinitas penyelenggaraan Pilkada maka menjadi penting harus diberikan 

cacatan perbaikan dan evaluasi mengenai proses pemungutan suara dan 

penghitungan suara untuk Pilkada kedepan, apalagi pada tahun 2018 akan kembali 

melaksanakan tahapan pemilu dan tahun 2019 pemilu akan diselenggarakan 

secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Dengan digabungnya 

penyelenggaraan kedua pemilu tersebut ini tentu akan berefek pada makin 

beratnya beban kerja, tanggung jawab serta tantangan KPPS dalam melaksanakan 

tugasnya. Sehingga dibutuhkan solusi agar permasalahan-permasalahan dalam 

distribusi formulir model C6 yang dilakukan KPPS dapat diminimalisir dan hak 

pemilih tidak terabaikan. 

Semua pihak mengharapkan penyelenggaraan pemilu ataupun Pilkada 

menghasilakan pelaksanaan pemilu berintegritas dan sesuai dengan parameter 

pemilu demokratik serta berdasarkan asas-asas pemilu demokratis. Mengenai 

perubahan desain formulir model C6, serta standar dan cara pendistribusiannya 

yang dilaksanakan oleh KPPS menjadi solusi terbaik untuk mengurangi kesalahan 

sehingga hak pemilih dapat terlayani dengan baik dan profesional. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya 

malapraktik pendistribusian formulir model C6 berdasarkan pada penelitian ini, 

maka hal yang harus di lakukan adalah masa kerja KPPS ditambah menjadi dua 

bulan karena daftar pemilih tetap yang masih diragukan validitasnya oleh karena 

itu peran KPPS dapat dimanfaatkan untuk membantu menyempurnakan daftar 

pemilih tetap dalam rangka melayani pemilih yang belum terdaftar atau pindah 

domisili, pesiun dari TNI/Polri, dibawah 17 tahun yang sudah menikah, 

meninggal dunia, ataupun data pemilih ganda. Perlunya kerja sama dengan 

seluruh RT kota Tarakan agar berperan aktif melaporkan perpindahan warga ke 

KPPS/PPS/PPK/ KPU kota Tarakan, perlu diaturnya pembagian tugas setiap 

anggota KPPS sehingga bukan saja ketua KPPS yang memiliki beban tugas yang 

berat, khsususnya dalam pendistribuasian formulir model C6 karena setiap KPPS 

bertanggung jawab masing-masing mendapat tanggungjawab membagikan 115 

lembar formulir model C6. Seluruh KPPS harus mendapatkan posrsi yang sama 

dalam mendapatkan bimbingan teknis penyelenggara pemilu, karena masih 

minnimnya pengetahuan untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas 

dan profesional. Perlunya foto pemilih pada formulir model C6 sehingga 

memudahkan KPPS dalam mendistribusikannya dan tidak mengalami kesulitan 

menemukan pemilih yang berhak menerima formulir model C6. Penghapusan 

Kalimat “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengundang” agar tidak 
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menjadi multitafsir mengenai fungsi formulir model C6. Evaluasi yang intensif 

harus di lakukan oleh KPU Kota Tarakan kepada seluruh penyelenggara yang ada 

di tingkat bawah mulai dari PPK, PPDP, PPS, dan KPPS dalam pengolahan daftar 

pemilih tetap. 
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